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Pasal 88 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa setiap
pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Penghasilan yang layak
tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Aceh Tahun
2014. Di Kota Banda Aceh terdapat beberapa perusahaan depot isi ulang air minum yang memberi upah kepada pekerjanya di
bawah ketentuan sebagaimana yang berlaku.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor penyebab tidak dibayarnya upah pekerja depot isi ulang air
minum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan upaya Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banda Aceh terhadap perusahaan 
yang tidak mematuhi UMP Aceh.
Perolehan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang
bersifat teoritis. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan
informan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak perusahaan depot isi ulang air minum, baik pengusaha maupun pekerjanya yang tidak
mengetahui dan memahami tentang kebijakan pemerintah terkait UMP dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan
Tenaga Kerja Kota Banda Aceh terhadap perusahaan yang tidak mematuhi UMP hanya terbatas pada sanksi administratif berupa
teguran, denda, dan pencabutan izin perusahaan.
Disarankan kepada pemerintah melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banda Aceh agar lebih intensif dan menyeluruh dalam
melakukan upaya sosialisasi terkait penetapan UMP oleh pemerintah sehingga pengusaha dan pekerja mengetahui dan memahami
tentang penetapan UMP yang berlaku, dan melakukan tindakan yang tegas kepada perusahaan yang tidak mematuhi UMP.
